KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR: | TAHUN 2022

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD)

KEPALA DESA BANJARWARU

a. Bahm ‘sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri
n Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola
- Desa pasal pasal 3, maka dipandang perlu
Pe_]abat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan

12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 4
ten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
gara Repubhk Indonesia Tahun 1950

Lembars Negara Republik Indonesia

'i thun 2003 tentang Keuangan
o lik Indonesia Tahun 2003
9 ng Republik Mﬂmﬂh

.l,Jl




Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ; |

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaiana
telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 ;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

11, Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
aten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
gerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021
un anggaran 2022;

Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang

n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang
inan Jangka Menengah Desa Banjarwaru

or 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
’-Desa) Tahun 2022;

anjarwaru Nomor 5 tahun 2021 tentang
1 dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.



beban APBDesa.
9. Sekretaris Desa yan
a. Menyusun dan Melaksan

APBDesa;
, an Peraturan Desa tentang APBDesa, ]

b. Menyusun Rancang .
perubahan APBDesa dan pertanggung]awaban pelaksanaan

APBDesa; '
¢. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan

yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa; dan
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa
3. Kepala Seksi dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bidangnyauntuk :

a. Menyusun rencana pelaksanaan Kkegiatan yan
tanggung jawabnya;

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
' Desa

g berﬁndakselakuKoordinator PTPKD :
akan Kebijakan Pengelolaan

g menjadi

indakan pengeluaran yang menyebabkan atas
-an belanja kegiatan;
can pelaksanaan kegiatan ;
kembangan pelaksanaan kegiatan kepada

lmen anggaran atas beban pengeluaran
menerima, menyimpan,
menatausahakan, dan

" ban penerimaan pendapatan desa dan
patan desa dalam rangka pelaksanaan

kan 'gputusan ini dibebankan pada
S5 Tahun 2021 tentang APBDes

tanggal ditetapkan.
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